Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

Nomor : 01/G/PTUN-BKL/2003.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan

. Nama

Pekerjaan
Alamat

. Nama

Kewarganegaran
Pekerjaan
Alamat

. Nama

Pekerjaan

Alamat

. Nama

Pekerjaan
Alamat

. Nama

Pekerjaan
Alamat

. Nama

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan
Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

: IMAWAN TOYO,A Md (No testing 2019)
Kewarganegaran :

Indonesia

: Swasta,
: J1 Trip Kastalani No.22 Simpang IV Ketapang Manna

Bengkulu Selatan

: YOZA ERAWAN, S Sos ( No testing 0145 )
: Indonesia
. Swasta.

: J1 Pangeran Duaya No.06 Rt.06/02 Manna Bengkulu

Selatan.

. SOHANDLSH ( No testing 0690 )
Kewarganegaran :

Indonesia

: Swasta.
¢ JLLet Muhibah No.8 Manna Bengkulu Selatan.

: SURAPERLS Pd. ( No testing 0327 )
Kewarganegaran :

Indonesia

: Swasta.

¢ JlIskandar Baksir No.12 Rt.03/01 Manna Bengkulu

Selatan.

¢ JUNIHERMANTO,S Pd. ( No testing 0245 )
Kewarganegaran :

Indonesia

. Swasta,
¢ JLPadang Jawi Kec Manna Bengkulu Selatan.

: LUTHFI ADIANSYAH,ST. ( No testing 0453 )
Kewarganegaran :

Indonesia

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Pekerjaan : Swasta.

Alamat : JL Kolonel Berlian No.204 Manna Bengkulu Selatan.
7. Nama : K.HENRI SAPUTRA . ( No testing 2218)

Kewarganegaran : Indonesia

Pekerjaan . Swasta.

Alamat : JL. SD.5 Ibul Hulu Rt.019 Manna Bengkulu Selatan.
8. Nama : ZAKARIAH ZAINUL,AMKL. ( No testing 1161 )

Kewarganegaran : Indonesia

Pckerjaan : Swasta.

Alamat : JL Let Sulik No.63 Kel Kota Medan Manna Bengkulu

Selatan.

9. Nama : RESTU SAYOGI, A Md. ( No testing 1200)

10.

11.

12.

13.

Kewarganegaran :

Pekerjaan
Alamat

Nama

Indonesia

: Swasta.

: JL. Veteran No.100 Manna Bengkulu Selatan.

: ANDI HERNAWAN,SE. ( No testing 0844)

Kewarganegaran : Indonesia

Pekerjaan : Swasta.

Alamat : Jl. Iskandar Baksit (Batu Kuning) Manna Bengkulu
Selatan.

Nama : DEDI JULIHANDRLS Pd ( No testing 0092)

Kewarganegaran : Indonesia

Pekerjaan . Swasta.

Alamat : Desa Air Umban Kec Pino Masat. Bengkulu Selatan.

Nama : ROHERUIYENTIL, S Pd. ( No testing 0178 )

Kewarganegaran : Indonesia

Pekerjaan : Swasta.

Alamat : JL. Puyang Sakti Manna Bengkulu Selatan.

Nama : HENRY,ST. ( No testing 0758 )

Kewarganegaran @ Indoncsia

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Pekerjaan Swasta.
Alamat N, Iskandar Baksir No.11 Rt.03/01 Manna Bengkulu
Selatan.
14. Nama 1 HODAYATL S Pd. ( No testing (822)
Kewargancgaran @ Indonesia
Pekerjaan . Swasta,
Alamat : JI. Let Jahidin No.58 Manna Bengkulu Selatan.
15. Nama : RAHMAD HIDAYAT, S Pd. ( No testing 0022)
Kewareanegaran : Indonesia
Pekerjaan : Swasia.
Alamat : ML IP Awalludin No.72 Manna Bengkult Selatan.
16. Nama APRIDA WATLSE. ( No testing 0174)
Kewarganegaran : Indonesia
Pekerjaan ¢ Swasta.
Alamat ¢ 1 A Yari Toul Manna Pengkulu Selatan.
17. Narna 1 TUSTIARTLSE. { No testing 0055)
Kewarganegaran : Indonesia
Pekerjaan Swasta.
Alamat : Nl Jend Sudinnan Manna Bengkulu Selztan.
18, Nama : AMLAN,S Pd. ( No testing 0011)
Kewarganegaran : Indonesia
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Jl Kolonel Berdian Manna Bzngkulu Selatan,
19. Nama : LISNIDAWATYL S Pd. { No testing 0056 )
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Kewarganegaran :

Pekerjaan

Alamat

Indonesia

: Swasta,
: J Jend Sudirman Manna Bengkulu Seclatan.
Yang dalam hal ini dikuasakan kepada IMAWAN TOYO,A Md. yang

bertindak untuk dirinya sendiri maupun atas kuasa dari yang tersebut nomor 2

sampai dengan nomor 19 diatas dengan berdasarkan Surat Kuasa Khusus
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fertanggal 13 Jenuwar 2003 |, wang sclanjutnya disebut sebagai PARA
PENGGUGAT.

MELAWAN

BUPATI BENGKULU SELATAN, berkedndukan di Jalan Raya Padang Panjang
No.1 Manna Bengkulu Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya bernama :

1. Drs. HUSNI THAMRIN.M SL

2. YUNIZAR HASAN,.SH,

3. ALIAN,SH.

4, APRIZ ANL SH.

5. ASWAN,SH.

Masing-masing Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 31 Januari 2003, Selanjutnya disebut sebagai

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca :

7 1. Surat gugatan tertanggal 8 Januar 2003 yang terdafiar di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 14 Januari 2003
dibawah register Perkara No.01/G/PTUN-BKIL/2003 dan gugatan yang
telah diperbaiki/disempurnakan vang diterima di Kepaniteraan pada tanggal
17 Pebruari 2003 ;

2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu No.
01/G/PTUN-BKL/2603 tanggal 20 Januari 2003 tentang
Penundaan/Schorsing  terhadap Kepulusan Tala Usaha Negara objek
sengketa ;

3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
No.0I/PEN/PTUN-BKL/2003 tanggal 21 Januasi 2003 tentang Penunjukan
Majelis Hakim ;

4. Penctapan Ketua Majelis Hakira No.01/PEN-HS/PTUN-BKL/2003 tanggal
21 Januari 2003 tentang Pemeriksaan Persiapan;
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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5. Penctapan Ketua Majelis Hakim No.01/PEN-HS/PTUN-BKL/2003
tertanggal 18 Februari 2003 tentang hari dan tanggal sidang ;

Telah mendengarkan para pihak yang berperkara ;
Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan

saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8
Januari 2003 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu pada tanggal 14 Januari 2003 dengan Nomor Register : 01/G/PTUN-
BKL/2003 telah diperbaiki dalam pemeriksaan Persiapan pada tanggal 17 Februari
2003, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2002 telah diadakan testing Calon
Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dimana para
Penggugat adalah peserta testing Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di
Kabupaten Bengkulu Selatan ;

2. Bahwa surat Keputusan Tergugat Nomor : 800/1035/B.7 tanggal 14
Nopember 2002 tentang penctapan lulus ujian tertulis Calon Pegawai
Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Surat Keputusan
Nomor : 800/7137/B.7 tanggal 22 Nopember 2002 tentang penetapan lulus
ujian wawancara Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Benglulu
Selatan untuk tingkat Strata satn (S I ), Tetapi para Penggugat baru
mengetahui bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan adalah
sejak divmumkannya di Harian Rakyat Bengkulu pada tanggal 16
Nopember 2002 dan tanggal 22 Nopember 2002 dengan diajukannya
perkara ini pada tanggal 8 Januari 2003, berarti gugatan masih dalam
tenggang waktu 90 (sembilan puluh ) hari, sebagaimana telah ditenfukan
dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara ;

3. Bahwa dengan dikeluarkan Surat Keputusan Nomor : 830/1035/B.7 tanggal
14 Nopember 2002 daan Surat Keputusan Nomor : 800/7137/B.7 tanggal
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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22 Nopember 2002 oleh Tergugat , kepentingan Para Penggugat sangat
dirugikan ;

4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 800/1035/B.7 tanggal 14
Nopember 2002 dan Nomor : 800/7137/B.7 tanggal 22 Nopember 2002,
tidak mengacu pada PP No.98 Tahun 2000 serta Keputusan Kepala BKN
(Badan Kepegawaian Negara) No.11 Tahun 2002 tentang pengadaan
Pegpawai Negeri Sipil ;

5. Rahwa pada saat pelaksanaan testing tempat duduk peserta berdempetan,
sehingga bebas untuk bekerja sama antar peserta, serta nomor fest tidak
diperiksa oleh Panitia dan tidak dicocokkan dengan peserta schingga
berpeluang terjadi perjokian dan testing tidak diawasi dengan ketat, dan
vang lebih parah lagi soal kurang dari 50 cksemplar. Dan ini membuat
Penggugat merasa hasil testing CPNSD ini tidak betul-betulk obyektif dan
sangat mungkin pula terjadinya rekayasa dan KKN ;

6. Bahwa Penggugat menilai berdasarkan pengumuman Tergugat, Bupati
Bengkulu Selatan Nomor : 800/929/B.7 dan Nomor :768 Tahun 2002
tanggal 18 Oktober 2002 tentang Formasi Calon Pegawai Negeri Sipiul
Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2002 bahwasanya
fidak terdapat Formasi jurusan teknik industri, teknik geologi dan Bahasa
Sastra dan Seni tetapi kenyataannya Para Penggugat melihat jurusan-
jurusan tersebut diterima dan lulus testing.
Disamping it para Penggugal memperhatikan pengumuman tersebut
bahwasanya syarat untuk testing formasi SLTA NEM/NUAN minimal rata-
rata 5,50 akan tetapi kenyataannya banyak terdapat peserta testing yang
tidak memenuhi persyaratan diterima oleh Panitia dan ternyata lulus,
sebagai salah satu contoh Nomor testing 1991 jumlah NEM 29,50 dengan
mata pelajaran 6 mata pelajaran, sehingga rata-rata adalah 4,92 . Tetapi
tetap diterima dan lulus testing. Masih banyak lagi yang lainnya dengan
demikian Para Penggugat merasa sangat dirugikan oleh tindakan yang
dilakukan olch Tergugat ;

Bahwa pengumuman kelulusan tes melalui Media Massa merupakan

informasi publik dan merupakan BERITA NEGARA yang menurut Para

Penggugat diakui keabsahan secara hukum. Diperkuat lagi berdasarkan

pengumuman Tergugat Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 800/929/B.7

pada point VII ( tanggal 21 Oktober 2002) pengumuman hasil fest tahap I (

Test Tertulis) diumumkan melalui media cetak ( Harian Rakyat Bengkulu )

dan RRI ini artinya melalui 2 (dua) media hal itu adalah pengumuman yang

=1
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syali, dan diloar itu tidak berlaku, akan tetapi Para Pengeugat melihat baik
pada pengumuman tohap I{ tertulis) tanggal 15 Nopember 2002, ralat
kesatu dan kedua ( tanggal 16 dan 17 Nopember 2002 ) melalui Harian
Rakyat Bengkulu Nomor testing {(SI) 0223 dan 9894 tidak lulus test tertulis
dan tidak ada ralat sama sckali akan tetapi pada pengumuman tahap ke I
(Wawancara ) Nomor tersebut (0223 dan 0894) lulus test wawancara dan
hal ini adalah merupakan suatu tindakan penyimpangan dan rekayasa serta
kesewenang-wenangan yang dilakukan Tergugat ;

8. Pengumuman tahap testing tahap I (SI), vakni hasil test wawancara ,Para
Penggugat menilai adanya kejanggalan ataupun rekayasa yakni, hasil test
wawancara terscbut ditanda fangani oleh Tergugat. Dalam hal ini Bupati
Bengkulu Selatan ( Drs Iskandar Z Dayok ) di Manna, tanggal 22
Nopember 2002, pada hal Para Penggugat mengetahui sejak tanggal 21
Nopember 2002, Teigugat berangkat ke Jakarta melalui penerbangan
Merpati (Via Bandara Tatmawati/Padang Kemiling Bengkulu ) dengan
Nomor ticket 717 dan saiu pakst dengan :

- Ny Iskandar Z Dayok ( Nomor Ticket 718 )

H Musman Effendi { Nomor Ticket 909 )

Dedi Rusadi ( Nomor Ticket 910 )

- Harmen Kamargyah { Nomor Ticket 911 ) dll.

Dengan demikian kepuiusan vang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut

merupakan rekayasa/penyimpangan serta CACAT HUKUM ;

Bahwasanya menurut Para Penggugat hal ini diperkuat lagi dengan bukti

bahwa pada Pengumumian test tertulis (SI) tanggal 15 Nopember 2002

terdapat 3 nomor ganda yakni nomor 0108, 0589, 0469 yang mengalami

ralat yakni 0108 dan 0469 sedangkan nomor 0589 tidak mengalami ralat.

Temyata pada pergumuman hasil test wawancara tertanggal 22 Nopember

2002 nomor peserta test 0589 kelnar ganda kembali . Sehingga Para

Penggugat menilai hasil test wawancara tersebut jelas merupakan tindakan

yang scwenang-wenang . Penipuan dan Rekayasa vang dilakukan oleh
Tergugat

S. Bahwa surai Keputusan Tergugal Nomor @ 800/1035/B.7 tangoal 14
Nopember 2002 dan Nomor 800/7137/B.7 tanggal 22 Nopember 2002
adalah telah merupakan surat penetapan tertulis yang besifat konrit,
individual dan final, serta menimbulkan akibat Hukum yang merugikan
bagi Para Penggugat dengan mengingat alasan sebagai berikut
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a. Bahwa Surat Keputusan Bupati Bengkulu Sclatan (Tergugat ) adalah
merupakan suatu bentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh
Pejabat Tata Usaha didalam melaksanakan fungsinya sebagai aparatur
pemerintah.

b. Bahwa Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan (Tergugat ) tersebut
adalah  bersifat konkrit karema {elah secara jelas dan nyata

memberikan akibat hukum berupa menghilangkan kesempatan bagi
Para Penggugat untuk lulus dalam mengikuti test CPNSD Kabupaten
Bengkulu Selatan ;

¢. bahwa Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan (Tergugat ) tersebut
adalah bersifat individual, karena surat Keputusan tersebut jelas-jelas
juga menyangkut kepentingan Para Penggugat ;

d. Bahwa surat Kepuiusan Bupati Bengkulu Selatan a quo bersifai final,
karena ielah membawa dan mcnimbulkan akibat hukwn kepada Para
Penggugat yakni dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut Para
Penggugat sangat dirugikan dan peluang untuk fulus test telah tertutup;

10. Bahwa oleh karena dasar-dasar /alasan-alasan iersebut diatas, maka Surat
Keputusan Bupati Bengkulu Sclitan Nomor @ 800/1035/B.7 fanggal 14
Nopember 2002 , Nomor 800/7137/B.7 tanggal 22 Nopember 2002 Nomor
: 800/929/B.7 tanggal 21 Oktober 2002 , seria MNomor 768 Tahun 2002
tanggal 18 Oktober 2002 telah dapat dijadikan objek Gugatan Tata Usaha
Negara (TUN) seperti yang dizjukan ofch Para Dingeugat ini sesuai Pasal |
ayat 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara ;

11. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada Majelis Pengadilan
Tata Usaha Negara Bengkulu sebelum memeriksa dan memutuskan
sengketa ini, untuk dapat mengeluarkan penetapan Penundaan Permberian
Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah bagi peserta yang lulus
tersebut yang berhubungan dengan Surat Keputusan Nomor : 800/1035/B.7
tanggal 14 Nopember 2002 dan Nomor : 800/7137/B.7 tanggal 22
Nopember 2002 atau segala akibat hukum yang bertalian dengan Surat
Keputusan yang dikeluarkan olch Tergugat sampai adanya Putusan
Pengadilan yang telah raempunyai kekuatan hukum tetap.;

12. Bahwa dari uraian tersebut diatas ternyata surat Keputusan Tata Usaha
Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat terscbui, telah mengandung cacat
wkuin oleh karenanya haus dinyatakan batal atau tidak sah sebab telah
dikeluarkan bertentangan dengan peraturan per Undang-Undangan yang
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berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) a, b dan ¢
Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan
- melanggaar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;
Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan olch Para Penggugat diaias,
mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dapat memutuskan
sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan sah Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu tentang Penundaan Pelaksanaan atas Surat Keputusan Tata Usaha
Negara masing-masing Nomor : 860/1035/B.7 tanggal 14 Nopember 2002
dan Nomor : 800/7137/B.7 tanggal 22 Nopember 2002 serta scgala akibat
hukenmya yang danohenkan oleh Pua Pengguant ;

3. Menyaiakon batal atww fided saly Swest [epuiusan Tata Usahe Megara
masing-maging Monor ; 800'103573.7 tanguat 14 Nopoember 2002 den

Noiaor « SGO/TL37/R.7T tanggal 22 Nopemaber 2002 yang dikeluarakan oleh

4. Nlemedatabkan Tergugat wamk mencabul Surat Reputasan Tata Usaha
Negarn masing-masing Nopor © 300/1035/13.7 sanggal 14 Nopanber 20027
teitang Penclapan Lufus Ufias tertalis Calon Pegawal Negent Sipi Dasvuli
Kalupaten Benglaslu Selatan dm Nowmer @ EQUW/T713WELT lenggal 22
MNopember 2002 tentang Penctapan Lulns Ujian Wawancwe CPNSD
abipaten Benghado Scluan Foreaasi Tahuao Anggarain 2002 untuk tingha
pendidiban SMUMBMIEC DY, DI DI seria Steata Satu (5T)

S Memetntshban Topugal uiatuk mengulng hembali  proses
Pencrimaar Testimg Calon Degawal Negend Sipil Dacrzh untuk Kabupaten
Bengluly Selatan sestial dengan peraturan per Undang-Undangan yang
berlaku dan bersik dan LEN |

6. ,.im,,uukaln Tergugai unlak membayar biaya jang linbul dalam sengheta
ni;

Apabila Pengadilan beipendapat laiz, molion pulusan yang scadil-aciinya ;

Menimbang, bahwa pada havi pecsidangan jang whih difeniukan pars pihak
telah daiang menghadap dipessidangan, Vaia Pongsueat diwaldli oleh Kussanya
MAWAN TOVO & vid, bevdasarkai sural Kuasa Ihnsus fangeal 15 Januan 20003 |

sedangkan  Terpugat diwakili ok Wuasawya  yaitu L Dis HUSKI
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THAMRIN, M 8i, 2. YUNIZAR HASAN,SH, 3. ALIAN,SH, 4. APRIZANLSH, 5.
ASWAN, SH.berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2003.

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Para Penggugat terscbut telah

mengajukan jawaban tertanggal 13 Maret 2003 yang didalamnya memuat eksepsi,
yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :
L. DAL AM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dall  gugatan

Penggugat , kecuali diakui kebenarannya secara jelas dan tegas oleh Tergugat .

. Bahwa setelah kami memperhatikan, membaca serta menyimpulkan dari point

ke point gugatan Penggugat yang pada intinya adalah menyangkut masalah

tidak Iulusnya para Penggugat dalam mengikuti testing penerimaan CPNSD

Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan :

a. Pengumuman yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Selatan Nomor :
800/1035/B.7 tanggal 14 Nopember 2002 Perihal pengumuman peserta test
CPNSD dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu
Selatan yang dinyatakan lulus test tertulis,

b. Pengumuman yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Selatan Nomor ;
800/7137/B.7 tanggal 22 Nopember 2002 Perihal Pengumuman peserta
testing CPNSD dilingkungan Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan untuk
Tingkat Strata 1 (5.1 ) yang dinyatakan lulus.

Adapun kedua pengumuman yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Selatan

tersebut yaitu pengumuman Nomor : 800/1035/B.7 tanggal 14 Nopember 2002

dan pengumuman Nomor : 800/7137/B.7 tanggal 22 Nopember 2002 bukan

lahir begitu saja, melainkan telah melalui tahapan-tahapan kegiatan dan proses
administrasi yang panjang serta telah memenuhi ketentuan dan aturan yang
berlaku.

Schingga kedua buah pengumuman yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu

Selatan dimaksud tidak cacat hukum.

. Bahwa berhubung yang digugat para Penggugat adalah pengumuman hasil test

penerimaan CPNSD  Kabupaten Bengkulu Sclatan Nomor 800/1035/B.7
tanggal 14 Nopember 2002 dan pengumuman Nomor : 800/7137/B.7 tanggal
22 Nopember 2002 yang merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang masih
memerlukan persetujuan yaitu dari pihak BKN Pusat, maka gugatan Pengpugat
batal demi hukum.

Berdasarkan uraian diatas maka Tergugat berpendapat bahwa Pengadian Tata
Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, .
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Hal ini nyata-nvate dijelasken dalam UU nomer § tahun 1986 featang
Peradilan Tata Usaha Negara pasal 2 huruf ¢ yang menyatakan tidak termasuk
dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini ;
¢ Repubisan Laia Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan,

Bahwa para Ponggugat schetulnya tidak borkwalitas  untuk mengajukan

gugatan karena para Pengougat tidak berkepentingan atss pengumuan yang

diterbitkan oleh Tergugat , karena isi didalam pengumuman tersebut tidak ada

keterkaitan dengan para Penggugai .

Babwa bila para Pengpugat merasa  kepentingannya dirugikan akibat

diketuackannya pengumuman oleh Tergugat, diharapkan agar para Penggugat

dapat membuktikan kerugian tersebut .

Bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur, karena para Penggugat sccara

bersama-sama  menggugat tentang  kelulusan testing CPNSD Kabupaten

Bengkulu Selaian baik pengunwnan kelulusan tes tertulis maupun wawancara,

hal ini ferbukti dimana salab svorang dari para Penggugai yaitu Penggugat

nomor 12 ( Sdr ROHERUIYENTT, S Pd.) merupakan peserta vang dinyatakan
lulus test tertulis tetapi tidak futes dalam tahap wawancara, namun ikut
mengajukan gugatan secara bersama-sama para Penggugat yang fain ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan di atas, maka Tergugat

mohon Kitanya Majelis Takim Taia Usaha Negara Bengkuln yang memeriksa

perkava ini dengan mengudili ;

a.  Menerima cksepsi Terguaat |

b. Menolak atau setidak~tidaknya tidak dapat diterima Gugatan  para
Penggugai { Niet Onvankliik);

ILDALAM POKOK PIIRKARA;

1. Babwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh  dalil-dalil gugatan
Pengougal, kecuall diskul kebenarannya secara jelas dan legas oleh
Tergugat ;

2. Bahwa wraian dalil-dalil eksepsi yang telah dikemukakan mohon dianggap
telah tercantum kembali selengkapnya pada bagian jawaban dalam pokok
perkara ini |

3. Bahwa benar pada tanggal 4 Nopember 2002 telah diadakan festing
CTNED Kabupaten Denglulu Selatan, dimuuia Para Penggugat adalah
sebagai peserta dari sekian banyak peserta testing CPNSD di Kabupaten
Bengkulu Selatan ;

4. Bahwa pada point gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat
telah  mengeluarkan Surat Keputusan No.800/1035/B.7 tanggal 14
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



12

Nopember 2002 tentang Penctapan Lulus Ujian Tertulis Calon Pegawai
Negeri Sipil dan Surat Keputusan Nomor : 800/7137/B.7 tanggal 22
Nopember 2002 tentang Penctapan Lulus Ujian Wawancara adalah tidak
benar, karena yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut bukanlah merupakan
Surat Keputusan, tetapi yang benar adalah Pengumuman yang berisikan
pemberitahuan nomor peserta yang dinyatakan lulus testing tertulis dan
testing wawancara ;

5. Pada point 3 gugatan Penggugat menyatakan bahwa, dengan
dikcluarkaniya Surat Keputusan No.800/1035/B.7 tanggal 14 Nopember
2002 dan Surai Kepuiusan Nomor : 80(:7137/B.7 tanggal 22 Nopember
2002 oleh Tergugat, maka kepentingan para Penggugat sangat dirugikan,
hal ini nampak jelas bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat
sangatlah mengada-ada, kavena Para Penggugat telah ikut sebagai peserta
testing CPNSD Kabupaien Bengkulu Seiatan tapi belum berhasil lulus.

6. Bahwa pada point 4 gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa Surat
Keputusan tergugal No.800/1035/B.7 tanggal 14 Nopember 2002 dan
Surat Kepuiusan Nowor @ 800/7137/B.7 tanggal 22 Nopember 2002 tidak

- mengacu pada PP No.9¢ iahuir 2000 dan PP No.11 tahun 2002 serta
Keputusan Kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara ) No.11 tahun 2002
leniang pengadaan Pegawai Negel Sipit adalah pernyataan yang tidak
benar, karena Tergugai iclap berpedoman pada ketentuan yang berlaku

7. Bahwa pada saal pelaksanaan testing tempat duduk peserta berdempetan
sehingga bebas untuk bekerjasama antara peserta juga nomor tes tidak
diperiksa oleh Panitia dan tdak dicocokkan dengan peseria schingga
berpeluang terjadi perjokian dun westing udak diawasi dengan ketat, serta
soal kurang dari 50 cksemplar, [al ini tidakiah benar, karena Panitia telah
menvediakan 2(dua) buah gedung tempat tes dan sudah mengatur tempat
duduk peserta serta mengatur pelaksanaan tes dalam 2(dua) kelompok yaitu
peserta tes Si schanyak 1046 orang dilaksanakan di 2 (dua) gedung yaitu
Gedung Pemuda Manna sebanyak 600 peserta, sedangkan di Gedung
Pentaloka Manna sebanyak 446 peserta, pelaksanaan tes dimulai jam 11
wib s/dan 13 wib tanggal 4 Wopember 2002. Scdangkan kelompok
SUTA/SNIL D I dan D 1 ditaksanaken ¢i 2{dua) gedung yaitu Gedung
Pentaloka Manna dan Gedung Pemuda Manna, pelaksanaan mulai jam 8 s/d
10 wib tanggal 4 Nopember 2002 Dan pelaksanaan testing telah diawasi
dengan ketat oleh Panitia yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan
Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 769 Tahun 2002 tentang Pembentukan
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Panitia Penjaringan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten
Benglulu Selatzn  Tahun Anggaran 2002, yang dibantu oleh Petugas
pengawas Testing Penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2002 sebagaimana
Surat Tugas Bupati Rengkulu Selatan Nomor : 800/936/B.7 tanggal 21
Oktober 2002 vang ditanda tangani Kabag Oreanisasi dan Kepegawaian
sebagai Sekretaris Panitia, jumlah pengawas seluruhnya sebanyak 28 orang,
Disamping pelaksanaan testing diawasi dengan ketat, panitia juga telah
membacakan Tata Tertib Testing CPNS sebelum pelaksanaan testing
diraulai

Sedangken mengenai kekurangan soal pada saat pelaksaan testing hal ini
sudah ditanggulangi pada saat itu dengan cara memperbanyak soal yang
kurang dan menambah waktu bagi peserta yang terlambat mendapat soal.
Dengan demvkian tidak ada alasan Penggugat menyatakan pelaksanaan
testing tidak obyektif:

8. Bzhwa Panilazian Penggugat terhadap pengumuman Bupati Bengkulu
Selatan Nomor:300/929/R.7 tangeal 21 Oktober 2002 dan Nomor 768
Tahun 2002 tangeal 18 Oktober 2002 tentang Formasi Calon Pegawai
Neger Sipil Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2002,
telah menerima peserta Tes vang (idak sesuai dengan formasi, hal ini
tidalkdah benar, karena vang diterima dan lulus tes adalah sesuai dengan
formast vang ada

Sedangkan pernyataan Penggugat mengenai banyaknya peserta testing
vang tidak memenuhi persyaratan diterima oleh Panitia dan ternyata lulus,
sebagai contoh nilai rata-rata NEM/NUAN untuk SL.TA rata-rata 5,50
namun kenvataannya Nomor testing 1991 jumlah NEM 29,50 dengan mata
pelajaran 6 mata pelajaran. Rata-rata nilai 4,29, Hal ini tidak benar karena
sebhagai contoh Nomor tes 1991 an.Muhammad Fadil lulus SMUN I Manna
Tahun 2001 denpan jumlah NUAN = 58,73 dan rata-rata = 5,87.

Dengan demikian sangat jelas penilaian/pernyataan Penggugat tidaklah
benar;

9. Bahwa Pengumanan Kelulusan Tes CPNS Daerah Kabupaten Bengkulu
Sclatan yvang benar adalah Pengumaman Bupati Bengkuln Selatan Nomor
800/1035/B.7 tangeal 14 Nopember 2002 dan Pengumuman Bupati
Eengkulu Selatan Nomor : 800/7137/B.7 tanggal 22 Nopember 2002 diluar
pengumuman tersebut diatas tidaklah sah karena tidak dibuat oleh Pejabat
yang berwenang sesuai dengan PP No.98 Tahun 2000 dan PP No.11 Tahun
2002 serta Keputusan BKN No.11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai
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Negeri Sipil, jika ralat-ralat yang dikeluvarkan melalui surat Bupati
Bengkulu Selatan, hal ini dimaksudkan untuk meluruskan kesimpang siuran
berita, untuk kembali mempedomani kedua pengumuman tersebut diatas.
Dengan demikian maka Tudohan Penggugat yang menyatakan ada peserta
tes yang tedak Iulug tes Tertulis tetapi ulus Tes Wawancara tidaklah benar.

10. Bahwa Penilaian Penggugat atas Pengumuman Testing Tahap I (ST) yakni
hasil tes Wawancara adanya kejanggalan atanpun rekayasa karena Tergugat
pada tanggal 21 Nopember 2002 berangkat ke Jakarta dengan Nomor
ticket 717, sedangkan Pengumuman Bupati Bengkulu Selatan ditanda
tangani di Mamnna pada tangeal 22 Nopember 2002 hal ini tidak benar
karena Pengumuman Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 800/7137/B.7
tanggal 22 Nopember 2002 dimaksi sudah sah, yaitu ditanda tangani oleh
Pejabat yang berwenang,

Terhadap adanya Nemor Ganda pada Pengumuman Hasil tes Tahap 1T hal
ini tidak mempengaruhi hasil 1es karena nomor ganda tetap berlaku satu
nomor saja dan tidak berdampak pada nomor peserta yang lainnya;

11. Bahwa pada point 9 dari gugatan pada Penggugat telah terjawab pada
jawaban Tergugat pada point 3 diatas;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat kemukakan diatas, maka
jelas tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan  Gugatan Tata
Usaha Megara (TUN) terhadap Pengumuman Bupati Bengkulu Selatan
Nomor : 800/1035/B.7 tanggal 14 Nopember 2002 dan Pengumuman
Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 800/7137/B.7 tanggal 22 Noepmber
2002 ;

13.Bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan diatas, maka jelaslah bahwa
Pengmmumean Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 800/1035/B.7 tanggal 14
Nopember 2002 dan Pengumuman Bupati Bengkulu Selatan Nomor :
800/7137/B.7 tanggal 22 Noepmber 2002 adalah sah dan tidak cacat
hukum, karena telah dibuat oleh Pgjabat yang berwewenang sesuai dengan
ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintzh No. 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP
No.11 tahun 2002 serta Keputusan Kepala BKN Nomor :11 Tahun 2002
tentang ketentvwan pelaksansan Peraturan Pemerintah No.98 Tahun 2000
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2002
pada lampiran I huraf C angka 2.,

Berdasarkan seluruh uraian  dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat diatas,

mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
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yang memeriksa dan mengadili perkara i, berkenan untuk memberikan

putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Memyatakan menerima dalil-dalil jawaban Tergugat secara keselurubhan.

2. Menolak atau setidok-tidaknya fidalk dapat diterima (Niet Onvanklijk) dalil-
dalit Gugatan para Pengougat untuk selhurulnya ;

3. Mohon Wranya berkenan untuk mencabut Penstapan Pengadilan Tata
Usaha Negara Bengluln Nomeor @ 01/G/PTUN-BKL/2003 tanggal 20
Janwari 2002 tentang Penmundazn Lebih Lanjut Pelaksanaan Pangumuman
Bupati Benghuiu Selatan Nomor : 800/1035/B.7 tanggal 14 Nopember
2002 dan Pengumuman Nomor : 800/7137/B.7 tanggal 22 Nopember 2002.

4. Menyatakan  Pengumuman  Bupaii  Bengkulu  Selatan  Nomor
800/1035/B.7 tanggal 14 Nopember 2002 dan Pengumuman Nomor :
300/7137/8.7 tapggal 22 Nopember 2002 adalah sah dan tidak cacat
bukum;

3. Membebaskan segala Biaya perkara kepada Penggngeat ;

atag apabila Majelic Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang scadil-

adilnya. Terima kasih,

Menimbang, bahwa Para Penggugat atas jawaban Tergugat tersebut,
telah  mengajuken Repliknya tertanggal 24 Maret 2003 yang untuk
mempersingkat Putusan tidak  dimasukkan dalam uraian pertimbangan hukum,
akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Reptik Para Penggugat tersebut, Tergugat juga
telah mengajukan Dupliknya tertanggal 13 April 2003 vang dengan alasan-

alasan tersebut diatas, juga tidak akan dicantumkan dalam putusan ini ;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,
Penggugat telah mengaiukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat
yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 yang telah dimeteraikan dengan
culup dan dipersidangan foto copynya telah discsuaikan dengan aslinya,

dengan perincian scbagai berikut ;

1. Bukti P-1 : Foto copv Pengomuman Bupati Bengkulu
Sclatan No.R0Q/929/B.7 tanggal 21 Oktober
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2002 tentang  penyaringan  Calon  Pegawai
Negeri  Sipil Daerah Kabupaien Bengkulu
Selatan Formasi Tahun Anggaran 2002 ( foto
copy dari Foto copy ashi pada Tergngat );

2. BuktiP- 2 : Foto copy Pengumuman Bupati Bengkulu
Selatan No.8§00/1035/B.7 tanggal 14 Nopember
2002 tentang peserta Test Calon Pegawai
Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah
Daeraht  Kabupaten Bengkulu Selatan yang
dinyatakan Lulus fest tertulis. ( Foto copy dari
foto copy asli ada pada Tergugat);

3. BukiiP- 3 2 Foto copy Pengumumen Bupati Bengkulu
Selatan No.800/7137/B.7 tanggal 22 Nopember
2002, tentang Pescrta Tes Calon Pegawai
Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah
Daerahh Kabupaten Bengkulu Selatan untuk
Tingkat Pendidikan Strata T (S.I), (foto copy
darj foto copy asli ada pada Tergugat );

4. BuktiP- 4 : Foto copy P.P. No. 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil scbagaimana
telah diubah dengan P.P. No.11 Tahun 2002
vang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian
Negara (foto copy dari Foto copy )

5. BuktiP- 5 : Foto copy Surat dari Badan Kepegawaian
Negara NMo.F.IV 28-20/V 143-8/45 tanggal 11
Desember 2002 yang ditujukan kepada Bupati
Bengkuln  Selatan  perthal Dugaan  adanya
penyelewengan penerimaan CPNS di
Kahupaten Bengkulu selatan ( sesuai dengan
aslinya ) ;

6. BuktiP- 6 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Bengkulu
Selatan No. 763 Tahun 2002 tanggal 18
Oktober 2002 tentang Formasi Calon Pegawai
Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkulu
Selatan Tahun Anggaran 2002 ( Foto copy dari

foto copy ashi ada pada Tergugat ) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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7. Bukti P- 7 : Foto copy  Berita Media Massa  Rakyat
Bengluln  Selatan, di Berita Media Massa
Rakyat Bengkuiu terbitan hadi  Selasa tanggal
19 Nopember 2002 tentang  tuntutan untuk
mengklarifikasi  basil  test tertulis  terhadap
Tergupat { sesnal dengan aslinya ) ;

8. Bukui P- 8 : Foto copy Surat Tugas Kolektif Nomor
820/20/ST/Kepeg tanggal 21 Januari 2003 yang
dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten
Bengkulu Selatan tentang Penugasan CPNSD
dalam satuan  organisasiunit kerja Dinas
Kesehatan  Kabupaten  Bengkulu  Selatan,

herikut lampirannya { sesuai dengan asli ) ;

h=d

Bukti P- 9 : Foto cony surat pernyataan dad DENSI
HARTINLS Pd ifentang calon peseria ftest
CPNSD dari jurusan Pendidikan seni, Drama,
Tari dan Musik bernama Nitty Herawati serta
Tsrahmadi,ST  yang  kesemuanya  tidak
memenuhi syarat, berikut lampirannya .

10. Buli P-10 : Foto copy jazah No. 20012421/J41/02/31/2001
atas nama Niti Herawati NIM 17846 yang
dikeluarkan cleh Universitas Negeri Padang
{foto copv dari foto copy );

11. Buki P-11 g Foto copy Berita Massa Haran Rakyat
Bengkulu tentang Ralat-rafat yang  dilakukan
oleh pihak PEMDA Bengkulu Selatan di Harian
Rakvat Bengkulu ferbitan Jumat, Sabtu dan
Minggu masing-masing ianggal 15, 16 dan 17
Nopember 2002 (sesuai dengan aslinya ) ;

12. Bukti P-12 H Foto copy  ljazah No.502/162 SA

TWS/G.51/2002 tanggal 28 September 2002

atas nama ORBITO SURYANAGARA vang

dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Teknologi

Nasional Yogyakarta yang lulus test tidak

berdasarkan Formasi yang diminta ( Foto copy

dari foto copy ) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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13. Dukt P-13 : Foto copy Foto copy Tjazah No.01/03/1244
vang dikeluarkan  oleh  Universits  Pasundan
tanggal 23 April 2001 atas nama DINI
HERMAWAN, Tjazah yang dikeluarkan oleh
Sckolah  Tingei Thmu  Ekonomi  Yayasan
TPendidikan Meliangan dan Perbankan Bandung
tertanggal 4 Aprl 1996 atas nama SRI
MURYATLdan  Jjazah No. 97.2403 10 11
dikeluarkan  oleh  Akademi  Manajemen
Koperasi Manna fanggal 14 Mei 1997 atas
nama SULAIMAN Efindi, yang lulus tidak
berdasarkan Formasi yang diminta { Foto copy
dari folo copy yang telah dilegalisir ) ;

14. Bukti P-14 : Foto copy Foto copy surat Badan Kepegawaian
Negara No. 0005/P . NIP.-45/XII/2002, tanggal 2
Desember 2002 perihal Nota Penetapan NIP
BEN yang tercantum nama SYAMSU ILITA
HARYADL vang lulus  Tertulis di tes
Wawancara tidak lulus ( Foto copy dari Foto
copy ) ;

15. Buki P-15 : Toto copy Surat Tanda Tamat Belajar No.Induk
5244 atas nama Ahmad Fadhil Fathoni yang
dikeluarkan oleh SMUN 1 Manna tanggal 15
Juni 2002, adalah salah satu peserta yang lulus
tidak berdasarkan nilai ( Foto copy dari foto
copy yang telah dilegalisir ) ;

16. Bukti P- 16 : Foto copy Daftar Kolektif Nilai Ebtanas Murni
SMU/ MA  Tahun  Pelajaran  2001/2002
Rayew/Sub Rayon/No Segkolah :04/23/001 SMU
Negeri 1 Manna salah satu peserfa bermnama
Ahmad Fadhil Fathoni (sesuai dengan aslinya) ;

17. Bukti P-17 ; Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor
Induk 5331 atas nama Titi Survani yang
diketuarkan oleh SMU No.1 Manna tanggal 15
Juni 2002 berikut daftar nilai ujian akhirnya

salah satu peserta vang tulus tidak berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr

1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hal 18
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nilai vang dibutuhkan ( foto copy dari foto capy
vang telah dilegalisir ) ;

18, Bukti P- 18 : Foto copy Surai Tanda Tamat Belajar Nomor
Tnduk 2412 atas pama Sastri Fkasari yang
dikelarkan oleh SMU No.1 Manna tanggal 15
Tuni 2002 berkot daftar nilad ujian akhirnya
salah satu peserfa vang lulos tidak berdasarken
nilai yang dibutuhkan { foto copy dari foto copy
vang telah dilegalisir ) ;

19. Bukii P-19 : Foto copv Dafter nama-nama pemegang ticket
Pencrbangan  Pesawat Merpati  tanggal 22
Nopember 2002 vang  diantaranya terdapat
nama Terougat { Foto copy sesuai dengan
aslinya ) ;

20. TBukti P-20 : Foto conv Pengumuman Nomor :
800/1424/B.7/2002 tangeal 24 Oktober 2002
tentang sanksi peserta  apabila  terdapat

pelanggaran (foto copy sesuai dengan aslinya ) ;

Menimbang,  bahwa pihak  Penggugat menyatakan tidak  akan
mengajukan saksi dalam petsidangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat
telab mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah
diberi tanda T-1 sampai dengan T-24 vang telah dimeteraikan dengan cukup,
dan dipersidangan foto copynya telah disesuaikan dengan aslinya dengan

persincian sebagat berikut :

1. Bukti T- 1 : Folo copv Surat Keputusan Bupati Bengkulu
Selatan No. 768 Tahun 2002 tanggal 18
Oktober 2002 tentang Formasi Calon Pegawai
Negeri Sipil Daerah  Kabupaten Bengkulu
Selatan Tahun Anggaran 2002 ( sesuvai dengan
aslinya ) ;

2. Bukti T- 2 : Foto copv surat Keputusan Bupati Bengkuln
Selatan No.76¢ Tahun 2002 tanggal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Okothsr 2002 tentang Pembentukan Tim
Penvaringan CPNSD  Kabupaten Bengkulu
Qelatan ‘Tahun Anggaran 2002 ( sesuai dengan
aslinya ) ;

Foto copy Pengumuman Bupati Bengkulu
Solatan  No.800/929/B.7/2002 tanggal 21
Oktober 2002 tentang Penyaringan Calon
Pepawai  Negeri  Sipil Daerah  Kabupaten
Bengkuln Selatan Formasi Tahun Angparan
2002 ( sesnai dengan aslinva ) 3

Foto copy Pengumuman Bupati Bengkulu
Selatan No.800/1035/B.7 tanggal 14 Nopember
2002 tentang Peserta test Calon Pegawai
Neceri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ( sesuai
dengan aslinya ),

Toto copy Pengumuman Bupati Bengkulu
Selatan No.800/7137/B.7 tanggal 22 Nopember
2002, tentang Peserta Tes Calon Pegawai
Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bengkulu Sclatan untuk
Tingkat Pendidikan Strata 1 (S8.I), ( sesuai
dengan aslinya );

Foto copy Daftar Nilai Ujian Akhir Nasional
Sekolah Menengah Umum Tahun Pelajaran
2001/2002 atas nama AHMAD FADHIL
FATHONI ( foto copy dari foto copy yang
telah dilegalisir )

Foto copy Surat Keterangan
No.0376/1.22.4/SMUN.1/MN/2002 tanggal 17
Desember 2002 yang dikeluarkan Kepala SMU
Negeri I Manna tentang nilai AHMAD
FADHIL, FATHONI ( sesuai dengan aslinya ) ;
Foto copv Yjazah No.97.2408 01.11 tanggal 14
Mei 1997 atas nama SULAIMAN EFINDI
vang  dikelvarkan  Akademi  Manajemen

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Foperasi Bengkulu Manna (foto copy dari foto
copy vang telah dilegalisic );

9 Bukg T- 9 : Foio copy Daftar Nilai Ujian Negara atas nama
Sulaiman Efindi vang dikeluarkan Depariemen
Pendidikan  dan  Kebudayaan — Republik
Tndonssiz  Floordinasi  Perguruan  Tinggi
Sewasta  Wilayah T tertangeal Palembang 20
Dlktober 1997 ( foto copy dari foto copy yang

telab dilepalisit ) ;

10,  Buki T- 10 : Foio copy Tinzah No.
20013450/741/02/31/2001  atas  nama  NITI
HERAWATI yang  dikeluatkan  olch

Universitas Padang ( Foto copy dari Folo copy
vang t=lah dilegalisir ) ;

11. Bukti T- 11 : Foto copy Transkrip Milai atas nama Niti
Ferawati vana dikeluarkan cleh Universitas
Padang tangoal 8 Sepiernber 2001 ( Foto copy
dari foto copy yang telah dilegalisir ) ;

12. Buki T- 12 : Foto copy Berita acara rapat Panitia Penetapan
hasit s tertulis  penerimaan  CPNSD
Kabupaten Bengkuh: Selatan Formasi Tahun
Anggaran 2002 (sesuai dengan aslinya )

13. Bukd'T- 13 i Folo copy Berila acara rapat Panitia Penetapan
hasil tes Wawancara untuk tingkat Pendidikan
Strzta 1 (S.1) penerimaan CPNSD Kabupaten
Benclntn Selatan Formasi Tahun Anggaran
2002 (sesuai dengan ashinya );

14, DBukaT- 14 : Foto copy Pokok-pokok Substansi

rawancara/interview uniuk semua Strata (foto

copy dari foto copy )

15. BuktT- 15 H Foto copy Daflar Nilai peserta tes tertulis
penetimaan CPNSD  Kabupaten Bengkulu
Selatan Tohun Anggara 2002 yang dinyatakan
fulus (sesuai dengan aslinya ) ;

16. BuktiT- 18 : Foto copy Rekapituliasi hasil tee Tahap I
(Wawancara) CPNSD Kabupaten Bengkulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr

1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Selatan Formasi Tahun Anggaran 2002 ( sesvai
dengan aslinva ) ;

17. BuktiT- 17 : Foto copy Surat Bupati Bengkulu Selatan
No800/1169/B.7 tanggal 10 Desember 2002
vang  ditujukan  kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara di  Jakarta Perihal
Pembatalan Nomor Identitas Pegawai Negeri
Sipil Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
Formasi Tahun Anggaran 2002 atas nama.
SYAMSU ILITA HARYADLSPt (sesuai
dengan ashinya ) ;

18. BuktiT- 18 2 Foto copy Rekapitulasi Daftar Nilai Peserta tes
CPNSD  Tahun  Anggara 2002  yang
mengajukan gugatan Tata Usaha Negara 19
orang (sesnai dengan aslinya );

19, BuktiT- 19 7 Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah

Menengah Umum dan Daftar Nilai Ujian Akhir
Nasional atas nama SASTRI EKA SARI ( foto
copy dari foto copy vang telah dilegalisir ) ;

Buldi T- 20 : Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah

Menengah Umum dan Daftar Nilai Ujian Akhir
Nagional atas nama DEPI PITRIANI ( foto

i~
@

copy dari foto copy yang telah dilegalisir ) ;

21, Bukti T- 21 ! Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah
Menengah Umum dan Daftar Nilai Ujian Akhir
atas nama FITRI SURYANI (Foto copy dari
foto copy vane telah dilegalisir ) ;

22, Bukt T-22 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Bengkulu
Selatan  No0.813.3-929/2002  tanggal 31
Desember 2002, tentang Pengangkatan CPNS
atas nama NITI HERAWATLS Pd. Pada
SLTPN 5 Talo berikut lampirannya ( foto
copy dari fotc copy) ;

23. Bukti T-23 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Bengkulu
Selatan  No0.813.3-944/2002  tanggal 31
Desember 2002, tentang Pengangkatan CPNS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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atas nama ORBITO SURYANAGARA,ST
pada Dinag Pertamabangan dan
Energifiabupaten  Rengkuly  Selatan  berikut
tavpirannva ( foto copy dari foto copy ) 5

234. Bukii T-24 : Yoto cony Surat Keputusan Bupati Bengkulu
Sclatan No.813.3-11013/2002 tmnggal 31
Degamber 2002, tentang Pengangkatan CPNS
atas nama SULAIMAN EFINDLA Md pada
Dinas Pendapatan Daerah Bengkulu Selatanan
berikut  lampirannya  ( foto copy dari foto

copy ).

Menimbang. bahwa Tergngat disamping telah mengajukan bukti-bukti
surat terachut diatas, inga mengajukan seorang saksi bernama ;
HADI_SUSANTO.8.80s, uwmur 42 tahun, Kewarganegaraan Tndonesia,

pekeriaan  PNIS  pada  Pemerintah  Daerah
Kabupaten Bengkulu  Sclatan, Agama  Islam,
bertempat  tinggal Jalan Hibrida Rw.27Rt.03
Kelurahan  Sidomulye  Kecamatan  Gading
Cempaka Kota Bengkulu.

Saksi mana dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknva
sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adaleh Pegawai Neged Sipil Daerah Kabupaten
Bengkuln Selatan ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat maupun Tergugat akan tetapi
tidak ada hubungan keluarga serta berkerja dengan mereka |

- Babhwa benar saksi pada waktu penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan salah seorang anggota dari 28 orang
anggota Panitia Penerimaan Calon Pegmvei Negeri  Sipil Daerah
Kabhupaten Bengkulu Selatan untuk formasi Tahun Anggaran 2002,
ditunjuk dengan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkuln Selatan
No.769 Tahun 2002 tanggal 14 Oktober 2002 ;

- Bahwa pada waktu pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten
Bengkulu sebanyak lebih kurang 3.000 orang .

- Bahwa Pelaksanaan Ujian tertulis dilakukan di 2 tempat yaitu di gedung
Pentaloka dan Gedung Pemuda Manna dan pada waktu itu difakukan dua
tahap vaitn : tahap ke I (satu) untuk tingkat SLTA vyang dilaaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23



24

mulai dari jam 08.00 sampai dengan Jam 10.45 wib dan Tahap ke 2 (dua )
untuk tingkat Strata 1 yaitu dimulai dari Jam 11.00 sampai dengan jam
13.00 wib.

- Bahwa pada waktu pelaksaan para peserta dicek dengan menyamakan
nomor peserta ;

- Bahwa lembar soal sebelum dibuka Amplop soal yang masih dalam
keadaan disegel diperlihatkan terlebih dahulu kepada peserta ujian baru
segelnya dibuka ;

- Bahwa benar pada waktu itu ternyata kertas soal terdapat kekurangan dan
kekurangan tersebut memang dari Diklat Propinsi dan hal ini oleh Ketua
Panitia dikoordinasikan yang membuat soal untuk di foto copy dan setelah
mendapat persetujuan lalu kekurangannya di foto copy dan kepada para
Peserta yang terlambat mendapat soal diberikan konpensasi tambahan
waktu selama 15 menit sehingga peserta yang yang baru dapat soalnya
tidak dirugikan ;

- Bahwa memang benar ada perubhan formasi penerimaan Calon Pegawai
Negeri Sipil Daerah yaitu antara lain Jurusan Geologie untuk
Pertambangan dan Jurusan Seni Drama, Tari dan Musik untuk Jurusan
Bahasa dan Sastra, hal mana dikarenakan adanya kebutuhan Daerah akan
Jurusan-jurusan tersebut, Perubahan tersebut pada waktu itu juga, telah
dikoordinasikan Ketua Panitia dengan Bupati selaku Pimpinan sebab
masalah ini merupakan kewenangan dari Bupati/Pemerintah Daerah sesuai
PP No.96 Tahun 2000.;

- Bahwa perubahan tersebut ternyata telah disetujui olch pihak BKN yang
terbukti dengan telah diterbitkannya Surat persetujuan dan NIP bagi Calon
Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus tes ;

~ Bahwa tentang kreteria dalam testing tertulis bagi semua Jurusan adalah
mendapat nilai dengan angka 6,5 (enam koma lima) kecuali terhadap
peserta dari Jurusan FKIP yaitu 4,12 (empat koma dua belas ), sedangkan
untuk kelulusan testing wawancara kriteria kelulusan dengan nilai
minimal 80 ( delapan puluh ) ;

- Bahwa terhadap peserta yang telah dinyatakan lulus dan telah memenuhi
syarat nilai yang diminta Panitia baik berupa NEM/NUAN 5,50 (lima
koma lima puluh ) untuk tingkat SLTA serta Ijazah nilai rata-rata 6,5
(enam koma lima), sedangkan untuk tingkat Strata 1 IP komulatif 2,60

(dua koma enam puluh) akan tetapi khusus untuk S1 Jurusan Eksakta IP
komulatif 2,50 (dua koma lima puluh ) ;
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- Bahwa terhadap Ahmad Fadhil Fatoni, Ekasari, Depi Pitriani dan Fitri
Suryani nilai mereka telah memenuhi persyaratan vang telah ditentukan
oleh Panitia ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan
Kesimpulannya masing-masing pada tanggal 22 Mei 2003 :

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dalam
perkara ini dan tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan ditunjuk merupakan bagian tak
terpisahkan dengan putusan yang telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah
menyampaikan jawaban tertanggal 13 Maret 2003 yang didalamnya memuat pula
tentang eksepsi ;

Menimbang, bahwa terhadap cksepsi yang diajukan pihak Tergugat, mengenai

cksepsi yang¥enyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang -

mengadili perkara ini ( EKSEPSI No.3 ) Pengadilan telah memeriksa dan memutus
terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok Perkara sebagaimana dalam Putusan Sela
yang telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU,
tanggal 16 April 2003 No.01/G/PTUN-BKIL/2003 yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat pada angka 3(tiga) tentang kewenangan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk memeriksa, memutus dan
menyelesaikannya;

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara
No.01/G/PTUN-BKIL/2003 ;

3. Menyatakan Pemeriksaan Perkara No. 01/G/PTUN-BKL/2003 dilanjutkan ;
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4. Menyatakan biaya Putusan Sela ini ditangguhkan sampai dengan Putusan
akhir ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas yang ftelah
dipertimbangkan dalam Putusan Sela Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan
lagi dan Putusan Sela dimaksud ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dengan

Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok
perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang
belum dipertimbangkan dalam Putusan sela, eksepsi mana pada pokoknya adalah
sebagai berikut :

I.  DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa materi atau substansi dari eksepsi-eksepsi yang
disampaikan Tergugat adalah :

1. Bahwa kedua Pengumuman ( objek sengketa ) yang diterbitkan Bupati Bengkulu
Selatan bukan lahir begitu saja, melainkan sudah melewati tahapan kegiatan
proses Administrasi serta telah memenuhi ketentuan aturan yang berlaku
sehingga objek sengketa dimaksud tidak cacat.

2. Bahwa Para Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan karena Para
Penggugat tidak berkepentingan atas pengumuman objek sengketa karena
pengumuman tersebut tidak ada keterkaitan dengan para Penggugat, schingga
diharapkan agar para Penggugat membukti kerugiannya tersebut ;

3. Bahwa gugatan para Penggugat kabur, karena Para Penggugat telah bersama-
sama menggugat tentang kelulusan testing Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan ( pengumuman tes tertulis dan wawancara) terbukti
Penggugat No. 12 Sdr ROHERUIYENTLS Pd adalah peserta yang dinyatakan
lulus test tertulis dan tidak lulus dalam test wawancara mengajukann gugatan

bersama para Penggugat lainnya;

Mernimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut Para Penggugat
telah menyangkalnya, sebagaimana dalam Repliknya tertanggal 24 Maret 2003 ;

Menimbang, bahwa materi atau substansi daci cksepsi yang disampaikan oleh
Tergugat adalah merupakan eksepsi lain berdasarkan Kketentuan Pasal 77 ayat 3
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Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradian Tata Usaha Negara yang hanya
dapat dipertimbangkan dan diputus bersama Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa atas dalil cksepsi Tergugat iersebut diatas, Majelis
Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1.

Menimbang, bahwa mengenai cksepsi Tergugat yang menyatakan obyek
sengketa tidak cacat hukum Majelis Hakimberpendapat bahwa cksepsi tersebut sudah
masuk ke permasalahan pokok perkara maka hal tersebut akan diopertimbangkan
dalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi ini harus ditolak ;

ad. 2.

Menimbang, bahwa mengenai cksepsi Tergugat yang menyatakan Para
Penggugat tidak berkualitas, tidak berkepentingan karena tidak ada keterkaitan
dengan pengumuman ( obyek sengketa ) Majelis Hakim berpendapat bahwa Para
Penggugat adalah mempunyai suatu kepentingan langsung vyang bersifat pribadi
dengan obyek sengketa bukan mewakili kepentingan orang lain karena Para
Penggugat adalah peserta test Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten
Bengkulu Selatan yang masing-masing memiliki nomor testing , yang telah diakui
oleh Tergugat pada saat pemeriksaan persiapan yang ditegaskan juga pada
jawabannya dalam pokok perkara angka 3(tiga) Bahwa Para Penggugat adalah
pesertra test, schingga berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-
Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para
Penggugat adalah orang yang dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara
obyek sengketa, dengan demikian maka eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak ;

ad. 3.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan
Para Pengpugat kabur Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat menyatakan
gugatan kabur atau tidak maka yang menjadi pedoman adalah pasal 56 Undang-
Undang No. 5 Tahun 1986 yang memuat syarat formal dan materi suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan identitas
Penggugat dan Tergugat serta dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan
oleh Pengadilan sebagaimana  termuat dalam  gugatan vang  telah
diperbaiki/disempurnakan yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 17 Februari
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2003 vyang tclah diuraikan dalam duduknya perkara terscbut diatas, gugatan
Penggugat telah lengkap dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan pasal
56 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa mengenai gugaan yang diajukan oleh para Penggugat
secara bersama-sama dengan obyek gugatan lebih dari satu Kepuiusan Tata Usaha
Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang berbeda yaitu berupa pengumuman hasil
test Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor:
800/1035/B.7 tanggal 14 Nopember 2002 dan Nomor : 800/7137/B.7 tanggal 22
Nopember 2002 ( surat bukti P-2 dan Pve_n%ﬁ), tidak menjadikan gugatan para
Penggugat kabur, karena Kepentingan para Penggugat dalam kaitan dengan
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat yang telah diuraikan dan disebutkan
secara jelas hubungan hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum tersebut diatas maka
eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kabur harus ditolak ;

Menimbang, bhawa oleh karena cksepsi-eksepsi dari Tergugat ditolak
seluruhnya maka selanjutkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai

pokok Perkara sebagai berikut :

. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan
dan dikutib dalam Bab tentang Duduknya Perkara ;

Menimbang, bahwa surat Keputusan obyek sengketa yang dimohonkan
Pembatalan adalah Pengumuman yang dikeluarkan Bupati Bengkulu Selatan Nomor:
800/1035/B.7 tanggal 14 Nopember 2002 dan Nomor : 800/7137/B.7 tanggal 22
Nopember 2002 ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan tersebut di atas adalah Surat Keputusan
yang telah memenuhi Unsur-unsur pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diuraikan dalam
pertimbangan Hukum dalam eksepsi pada Putusan Sela ;
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Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek
sengketa di atas masih dalam tenggang wakiu 90 hari sebagaimana yang ditentukan
oleh ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Nomor: 800/1035/B.7 tanggal 14 Nopember
2002 dan Surat Keputusan Nomor : 800/7137/B.7 tanggal 22 Nopember 2002
dimana para Penggugat baru mengetahui Surat Keputusan a quo sejak diumumkan di
harian Rakyat Bengkulu tanggal 16 Nopember 2002 sedangkan gugatan Para
Pengougat di daftarkan dan di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu pada tanggal 14 Januari 2003 sehigga masih dalam tenggang waktu yang
ditentukan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim para Penggugat mempunyai
kepentingan langsung yang berbeda terhadap obyek sengketa karena ada pihak Para
Penggugat yang tidak lulus taahap test pertama (tertulis ) sehingga kepentingannya
hganya terhadap obyek sengketa yang Kesatu, dan ada yang tidak lulus pada tahap
Kedua (wawancara) yaitu yang hanya mempunyai kepentingan terhadap obyek
sengketa Kedua ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat yang mempunyai kepeniingan terhadap
obyek sengketa Kesatu ada;lah para Penggugat vang tidak lulus pada test Pertama
tertulis vaitu Penggugat No.1 sampai dengan No.19 kecuali Penggugat No. 12 atas
nama ROHERUIYENTI S Pd yang flus tertulis tidak lulus test Wawancara schingpa
ia mempunyai Kepentingan terhadap obyek sengketa Kedua ;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat tfersebut menuntut agar
Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan obyek sengketa dan
memerintahkan Tergugat Bupati Bengkulu Selatan untuk mencabut Surat Keputusan
obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa tuntutan para Penggugat tersebut di dasarkan pada
alasan-alasan scbagai berikut :

- Bahwa Surat Keputusan obyek sengketa tidak m,engacu pada Peraturan
Pemerintah No.98 Tahun 2000 dan PP. No.11 Tahun 2002 serta Keputusan BKN
No. 11 Tahun 2002 tentang pangadaan Pegawai Negeri Sipil formasi jurusan
yang dibutuhkan serta banyak terdapat peserta testing yang tidak memenuhi nilai

NEM/NUAN yang menjadi persyaratan untuk mendaftar tetapi tetap diterima dan
lulus testing ;
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- Bahwa Pengumuman hasil tes tahap Kesatu tes tertulis diumumkan melalui
harian Rakyan Bengkulu dan RRI dimana para Penggugat melihat baik
Pengumuman tahap Kesatu tanggal 15 Nopember 2002 Ralat Kesatu dan Kedua
tanggal 16 dan 17 Nopember 2002 melalui harian Rakyat Bengkulu Nomor
testing (S.1) 0223 dan 0894 tidak lulus tes tertulis dan tidak ada Ralat sama
sekali akan tetapi pada pengumuman tahap Kedua (wawancara) Nomor tersebut
di atas Iulus test wawancara hal ini merupakan tindakan kesewenang-wenangan
yang dilakukan Tergugat ;

- Bahwa pada saat Pengumuman tes tertulis (S.1) tanggal 15 Nopember 2002
terdapat 3(tiga) nomor ganda yaitu : 0108, 0589, 0469 dan yang diralat hanya No.
0108 dan 0469 secdangkan 0589 tidak diralat dan pada pengumuman hasil tes
wawancara tertanggal 22 Nopember 2002 No.tes 0589 keluar ganda kembali ;

Menimbang, bahwea atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat
telah menyangkalnya dan menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan obyek sengketa tetap
berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri
Sipil Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sudah sesuai dengan Formasi yang
ada, sedangkan persyaratan nilai NEM/NUAN No testing 1991 atas nama
MUHAMMAD FADHIL FATHONI lulus dengan jumlah NUAN 58,73 dan rata-
rata 5,87 dengan demikian sangat jelas penilaian/Pernyataan Penggugat tidak
benar ;

- Bahwa ralat-ralat yang dikeluarkan melalui surat Bupati Bengkulu Selatan
dimaksudkan untuk meluruskan kesimpang siuran berita, sedangkan peserta tes
yang tidak lulus tertulis tatapi lulus di wawancara tidaklah benar, terhadap nomor
ganda pada pengumman hasil tes tahap kedua tidaklah mempengaruhi hasil tes

karena nomor ganda tetap berlaku satu nomor ;

Menimbang, bahwa atas dasar sangkalan tersebut diatas Tergugat mohon
kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk menolak atau sctidak-
tidaknya tidak dapat diterima dalil-dalil gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka
kebenaran akan dalil gugatan para Penggugat tersebut harus dibuktikan dalam
perkara ini ;
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Menimbang, bahwa para Penggugat untuk membuktikan  dalil-dalil
gugatannva telah mengajukan surat butki bertanda P-1 sampai dengan P-20
sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan surat
bukti bertanda T-1 sampai dengan T-24 dan 1(satu) orang saksi bernama HADI
SUSANTO,S Sos.;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat jawaban Tergugat bukti-bukti
maupun kesimpulan dari masing-masing pihak, maka menurut Majelis Hakim
persoalan pokok yang perlu dipertimbangkan adalah “ tentang syah tidaknya atau
terdapat cacat hukum tidaknya penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek

sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut Majelis Hakim
akan mempertimbangkan dari segi Formal prosedural dan Substanti/materielnya
sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa untuk memecahkan permasalahan tersebut Majelis
Hakim akan meneliti peraturan perUndang-undangan yang menjadi dasar di
kelvarkannya Surat Keputusan obyek sengketa yaitu PP.96 Tahun 2000 tentang
wewenang pengangkatan, Pemindzhan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
yonto PP. No.98 Tahun 2000 scbagaimana telah diubah dengan PP.11 Tahun 2002,
Keputusan Kepala BKN No.11 Thun 2002 tentng Ketentuan pelaksaanaan PP.No.98
Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
dengan PP.No.11 Tahun 2002 ( lampiran bukti Tergugat );

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah surat Keputusan
Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 800/1035/B.7 tanggal 14 Nopember 2002 dan
Surat Keputusan Nomor : 800/7137/B.7. tanggal 22 Nopember 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) P.P. No.11
Th.2002 tentang Perubahan atas PP No.98 TH 2000 tentang Pengadaan Pegawai
Negeri Sipil di sebutkan syarat yang haius dipenuhi oleh setiap pelamar adalah :

a. Warangegara Indonesia ;
b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas ) tahun dan
setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima ) tahun ;
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Tidak pernah ¢i hukum penjara atau kurungan berdasarkan

<

putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum
vang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan ;

d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri atau tidak dengan hormat scbagai Pegawai
Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai
Pcgawai Swasta ;

Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Neger ;

f. Mempunyai pendidikan, kecakatapan, keahlian dan keterampilan
yang diperlukan ;

g. Berkelakuan baik ;

h. Sehat Jasmani dan Rohani ;

i. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan
Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh
Pemerintah ; dan

j. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengeluarkan pengumuman tentang
penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaien Bengkulu Selatan
Formasi tahun anggaran 2002 tertanggal 21 Oktober 2002 ( Surat bukii P-1=T-3 )
dalam rangka memberi kesempatan yang luas kepada warganegara Indonesia
untukmengajukan lamaran serta untuk memilih calon yang cakap dalam
melaksanakan tugas yang akan dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 16 ayat ( 1) dan ( 2 ) Undang-Undang
Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 berbunyi :

1. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi Formasi ;

2. Sefiap Warganegara Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan

mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai
Negarai Sipil ;

Menimbang, bahwa penerimaan lamaran Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
Bengkulu Selatan telah di laksanakan pada tanggal 24 Oktober 2002 sampai dengan
tanggal 26 Oktober 2002 ( surat bukti T-3 ) ;
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Menimbang, bahwa menurat Tergugat, pernvataan Para Penggugat mengenai
banyaknya peserta testing vang tidak memenuhi persyaratan nilai Rata-Rata
NEM/NUAN untuk lulusan SI.TA adalah tidak benar ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat HADI SUSANTO,S Sos
menerangkan bahwa semua Pelamar yang telah mendapatkan nomor pesetta testing
telah memenuhi semua persyaralan vang ditentukan baik NEM/NUAN yang
dipersyaraikan bagi setiap Pelamar, sedangkan 1(satu) orang vang tidak memenuhi
persyaratan telah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi tersebut di atas dan
dihubungkan dengan fakta bukti yang diajukan di persidangan yaitu Surat Bukti P-15
lampiran bukti P-17, P-12 yang telah diajukan juga bukti yang sama oleh Tergugat
yaitu surat bukti T-6 daftar NUAN atas nama AHMAD FADHIL FATHONI jumlah
nilai 58,73 ( lima delapan koma tujuh tiga ) rata-rata 5,87 (lima koma delapan tujuh )
lampiran bukti T-19 daftar NUAN atas nama SASTRI EKASARI jumlah nilai 55,19
(lima lima koma satu sembilan ) rata-rata 5,52 (lima kema lima dua ) lampiran
Tergugat-20 daftar NUAN atas nama DEPI PITRIANT jumlah nilai 56,49 (lima enam &
koma empai sembilan ) rata-rata 3,65 (lima koma enam lima lampiran T-21 daftar
NUAN atas nama FITRI SURYANI jumlsh nilai 55,43 (lima lima koma empat tiga )
rata-raia 5,54 (lima koma lima empat ) dapat dilihat dan tidak terbuk(i bahwa peserta
tes yang di permasalahkan nilai NUANnya oleh para Penggugat, tersebut diatas
memiliki nilai dibawah 5,50 (lima kema lima ncl ) schingga dengan demikian peserta
tes vang dipermasalahkan tersebut adalah peserta yang memenuhi syarat-syarat nilai

dan mempunyai Hak yang sah menurut hukum untuk ikut testing ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-16 daftar kolektif nilai ebtanas murni
yang hanya memuat nilai 6(enam) mata pelajaran tidak dapat dijadikan acuan, karena
tidak memuat hasil seluruh daftar nilai ujian akhir nasional sehingga bertentangan
dengan surat bukti T~ 6 yang secara remi di keluarkan oleh pejabat vang berwenang
dan telah pula memuat secara keseluruhan dari daftar nilai uwjian akhir nasiona! atas
nama AHMAD FADHI. FATHONI yang mempunyai nilai rata-rata 5,87 ( limna
koma delapat tujuh ) yang ditegaskan pula dengan Surat Keterangan olch Kepala
Sekolah SMU Negeri I Manna Surat bukti T-7 ;

Menimbang, bahwa mengenai pengisian formasi yang tidak sesuai dengan
kebutuhan, pengumuman Surat Bukti P-1, P-6 = T-1, T-3 serta dihubungkan dengan
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Keterangan saksi Tergugat menerangkan. Bahwa dalam Perubahan Formasi tersebut
adalah kebijaksanaan yang diambil olch Bupati ;

Menimbang, bahwa Bupati Bengkulu Sclatan sebagai pajabat Pembina
kepegawaian Daerah mempunyai kewenangan untuk menctapkan pengangkatan
Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungannya ( vide Pasal 3 ayat (1) a P P
No.96 Tahun 2000 ) ;

Menimbang, bahwa Formasi jurusan yang diambil kebijaksanaan olch
Tergugat adalah benar-benar dibutuhkan untuk ditempatkan di Instansi Dinas-Dinas
yang kekurangan tenaga Sarjana yang sesuai dengan Bidang Keahlian yang saat
diadakan pendataan inventarisasi lowongan jabatan tidak terdata atau terlampaui
schingga Pada saat pendafiaran Penerimaan lamaran Calon Pegawai Negeri Sipil
Daerah Bengkulu Selatan dimulai baru diketahui kekurangan kebutuhan sarjana
dimaksud yang kemudian Tergugat mengambil suatu tindakan kebijakan perubahan
Formasi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan Pegawai daerah ;

Menimbang, bagwa sebagai konsekwensi kebijaksanaan yang dilakukan oleh
Bupati menurut saksi Tergugat menerangkan bahwa telah diberi kesempatan yang
sama kepada seluruh masyarakat para sarjana yang diambil kebijaksaan tersebut,
untuk mendaftarkan diri sebagai calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Bengkulu
Selatan dan tidak ada yang ditolak ;

Menimbang, bahwa kebijaksanaan yang diambil Bupati, betul-betul
Konsisten dilaksanakan karena terbutki para Sarjana yang diambil kebijakan telah
ditugaskan pada satuan Organisasi Unit kerja sesuai kebutuhan dan disiplin ilmu
yang dimiliki oleh Para Sarjana terscbut, scbagaimana Surat Keputusan
Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil ( Surat bukti T-22, T-23, T-24 };

Menimbang, bagwa Formasi jurusan yang diambil kebijaksanaan oleh
Tergugat disamping berdasarkan kewenangannya  juga telah mendapatkan
persetuyjuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan bukti telah
diterbitkannya Nota Persetujuan, Nomor Induk Pegawai (NIP), ( Surat bukti P-14)
yang secara tidak langsung dapat dinilai dari Hukum Administrasi Negara dengan
menerbitkan NIP tersebut berarti telah pula menyatakan bahwa tindakan yang
diambil, dilakukan Tergugat benar dan sudah menurut Hukum ;
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Menimbang, bahwa Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian
memputiyai kewenangan menetapkan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil
Daerah dilingkungannya, maka dalam situasi yang sangat khusus tertentu agar roda
pemerintahan dan pembangunan berjalan seimbang berdasarkan kewenangan yang
ada pada Tergugat tersebut, ia dapat menyimpangi Ketentuan yang telah ditetapkan
akan tetapi keputusan kebijakan yang dikeluarkan tersebut fidak memenuhi unsur-
unsur keputusan yang disebutkan oleh ketentuan pasal 53 ayat (2) a, b dan ¢ Undang
Undang Nomor. 5 Tahun 1986 serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum
Pemerintahan yang baik (AAUPB );

Menimbang, bahwa menurut pendapat bapak Indroharto,SH (almarhum )
mantan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara pada
Mahkamah Agung Republik Indonesia didalam bukunya Usaha Memahami Undang-
Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Ncgara Jilid I Halaman 203 disebutkan :
sebagai jalannya Pemerintah Badan atau jabatan Tata Usaha Negara ( Cq
TERGUGAT ) kalau perlu dalam hal-hal khusus tertentu memang dapat
menyimpang dari kebijaksanaan yang telah ditetapkan, dengan demikian dalam
perkara ini penetapan Pengumuman tentang penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil
Dacrah Bengkulu Selatan Formasi Tahun 2002 yang dikeluarkan Bupati (Tergugat)
memang dimungkinkan dapat disimpangi karena Faktor kebutuhan dan keadaan yang
Khusus terientu tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu apabila Kepentingan para Penggugat yang
dirugikan (vide ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara ) dihubungkan dengan tindakan Tergugat mengambil
Kebijakan tersebut maka menurut Majelis kepentingan para Penggugat tersebut
tidaklah ada hubungan sccara langsung, karena ternyata para Penggugat bukanlah
pendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil Dacrah Bengkulu Selatan yang mempunyai
jurusan yang telah diambil kebijakan oleh Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh DENSI HARTINLS
Pd dan ISRAHMADLST (surat bukti P-9 ) adalah suatu akta dibawah tangan yang
dibuat dengan maksud akan dijadikan bukti suatu peristiwa diperlukan suatu
pengakuan dari pihak yang berkepentingan, karena suirat-surat dibawah tangan
(onderhands acte ) terhadap pihak ketiga adalah merupakan bukti bebas yang berarti

bukti yang belum lengkap schigga penilaiannya diserahkan kepada kebijaksanaan
Hakim ;
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Menimbang, bahwa suatu surat yang dibuat dibawah tangan (onderhands
acte) agar dapat mempunyai penghargaan kadar penilaian sebagai alat bukti yang
sempurna, maka surat pernyataan itu harus diakui kebenarannya oleh si Pembuatnya,
dibubuhi pemnyataan oleh Pejabat Umum dan tidak dibantah kebenarannya oleh pihak
ketiga, serta diyakini kebenarannya oleh Hakim ;

Menimbang, Bahwa Pengadilan telah memberikan kesempatan selama 3(tiga)
kali persidangan kepada Para Penggugat untuk menghadirkan 2(dua) orang yang
membuat pernyataan tersebut dan juga saksi yang lainnya, akan tetapi para
Penggugat tidak dapat menghadirkan atau membawa saksinya ke Persidangan, yang
kemudian menyatakan sudah cukup dengan surat bukti tertulisnya, dengan demikian
karena surat pernyataan tersebut tidak diakui kebenarannya oleh orang vang
membuatnya didepan Hakim, dan dibantah juga kebenarannya oleh saksi Tergugat,
tidak dibubuhi pernyataan oleh Pejabat umum maka akta dibawah tangan tersebut
tidaklah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna sehingga tidak mempunyai suatu
nilai sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Nomor testing
(S1) 0223 dan 0894 tidak lulus tes tertulis tahap kesatu dan kemudian lulus
dipengumuman tahap kedua ( wawancara Jmenurut Tergugat dalil ini tidak benar ;

Menimbang, bahwa untuk menguiji kebenaran dalil tersebut dapat dilihat pada
Pengumumanyang diterbitkan Bupati Bengkulu Selatan yaitu surat Keputusan
No.800/1035/B.7 tanggal 14 Nopember 2002 dan Nomor : 800/7137/B.7 (obyek
sengketa ) apakah benar pada pengumuman tersebut nomor testing 0223 dan 0894
tidak lulus/tidak ada tercantum nomornya pada pengumuman pertama dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bukti yang diajukan di persidangan
surat bukti P-2, P-3 = T-4, T-5 setelah Majelis Hakim, memeriksa dan meneliti
Secara cermat ternyatan Nomor tersebut ada pada pengumuman pertama nomor
peserta yang dinyatakan lulus test tertulis Nomor 0223 berada pada posisi baris ke 6
(enam) kolom ke 11 (sebelas ) sedangkan Nomor .0894 lulus tes tertulis
(pengumuman pertama ) tercantum pada baris ke 1(satu) kolom ke 12 (duabelas ),
dengan demikian dalil para Penggugat menurut Majelis Hakim tidak berdasarkan
fakta hukum, karena tidak didukung oleh fakta bukti yang sebenamya ;
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Menimbang, = bahwa nomor tes 180 atas nama SYAMSU ILITA
HARYADLS Pt yang berdasarkan surat bukti T-16 formasi S1 Perfernakan
mempunyai nilai komulatif 79,5 ( tujuh sembilan koma lima ) rengking ke IV (surat
bukti T-16 ) dan tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan Iulu§ujian wawancara
karena tidak mencukupi nilai komulatif 80 (delapan puluh ) yang disyaratkan oleh
Panitia, nmun ternyata ikut diusulkan dan memperoleh Penetapan Nomor Induk
Pegawai ( surat bukti P-14 ) ;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat Formasi penerimaaan Calon Pegawai
Negeri Sipil Daerah untuk formasi Tahun 2002 berjumlah 135 orang, akan tetapi
yang diangkat hanya 134 orang sedangkan 1(satu) orang dibatalkan karena tidak
memenuhi persyaratan yang ditentukan Panitia ( surat buki T-17 ) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti P-3 = T-5 nomor peserta tes
180 Formasi tingkat penduidikan Strata satu (S.1) tidak termasuk peserta yang
dinyatakan lulus akan tetapi bila ikut diusulkan oleh Tergugat dan Nomor Induk
Pegawai dari BKN juga terbit maka persoalan ini sebenarnya adalah masalah lain
yang berbeda tidak termasuk hal yang dimintakan Kepada Pengadilan untuk diuji
keabsahannya dan tidak pula dimohonkan untuk dinyatakan Batal karena obyeknya
Juga sudah berbeda maka permasalahan tersebut tidak dapat diuji dan
dipertimbangkan menjadi kesatuan dalam putusan ini melainkan harus melalui
gugatan tersendiri ;

Menimbang, bahwa pengumuman yang diterbitkan oleh Gubernur Bengkulu
No.810/5980/B.6 pada huruf ¢ untuk Kabupaten Bengkulu Selatan yang isinya
memuat beberapa Nomor ganda kemudian telah diralat oleh Tergugat ( bukti P-11 )
yang bertujuan untuk mempertegas Pengumuman Gubernur tersebut karena
disamping adanya beberapa nomor ganda, Jjuga masih terdapat peserta yang lulus
seleksi namun belum tercantum, kemudian terdapat kesalahan Pengetikan untuk
tingkat pedidikan D.III, D.II, D.I dan Kebidanan/Bidan C, SMK, dan SMU/SMA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 P.P No.98 Tahun 2000
tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan P.P. No.
11 Tahun 2002, berbunyi :

“Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan dan mengumumkan Pelamar yang
dinyatakan lulus Ujian Penyaringan “ ;
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Menimbang, bahwa Pasal 8 P.P. No.98 Tahun 2000 tentang Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah di ubah dengan P.P. No.11 Tahun 2002
yang bernyi seperti tersebut diatas dihubungkan dengan Surat Keputusan Kepala
BKN No.11 Tahun 2002 pada Romawi III penyaringan huruf F Pengumuman
Pelamar yang dinyatakan diterima pada angka 2 berbunyi :

“Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk mengumumkan
nomor Peserta Ujian yang ditetapkan diterima melalui media massa dan dalam
bentuk lainnya “ ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini tidak terungkap
adanya Fakta atau bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat telah menunjuk
Gubemnur Bengkulu untuk mengumumkan nomor peserta ujian yang lulus, bahkan
Tergugat telah terbukti mengumumkan sendiri Pengumuman ( Surat bukti P-2, P-3 =
T-4, T-5 ) tentang kelulusan Calon Pegawai Negweri sipil Daerah Kabupaten
Bengkulu Selatan berdasarkan kewenangan yang ada pada Tergugat sebagai pejabat

Pembina Kepegawaian ;

Mecnimbang, bahwa karena pecjabat pembina Kepegawaian dalam hal ini
Bupati Bengkulu Selatan (Tergugat) yang mempunyai kewenangan untuk
menetapkan dan mengumumkan, maka terhadap kelulusan penyaringan harus

mengacu atau berpedoman pada Pengumuman yang diterbitkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai Formasi jurusan Kesehatan lingkungan D.II
dalam pengumuman jumlah yang dibutuhkan scbanyak 2 (dua) orang akan tetapi
Tergugat hanya mengisi 1 (satu) orang dengan alasan hasil testing yang memenuhi
kriteria untuk lulus/diterima hanya 1 (satu) orang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat tersebut di atas
dihubungkan dengan surat bukti T-12, Bahwa untuk dinyatakan lulus Penyaringan
Tes Tertulis harus mempunyai nilai 6,50 (enam koma lima nol ) kecuali Formasi

Guru Matematika dinyatakan lulus dengan nilai 4,12 (empat koma satu dua ) ;

Menimbang, bahwa kriteria kelulusan harus memiliki nilai 6,50 (enam koma
lima nol ) peserta tes D.III Kesehatan lingkungan yang telah dinyatakan lulus Nomor
Tes 1155 (surat bukti T-15) dengan nilai hasil tes tertulis 9,25 (sembilan koma dua
lima ) dapat dibandingkan dengan surat bukti T-18 atas nama ZAKARIA
ZAINUL,AM KL Nomor tes 1161 (Penggugat nomor 8 ) formasi jurusan D.II
Kesehatan lingkungan nilai tes tertulis 4,83 (empat koma delapan tiga ) yang berarti
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ia tidak memenuld syarat nilai untuk dinmyatakan lulus dan sudah benar Tergugat
meluluskan nomor tes 1155 yang memenuhi syarat nilai yang ditentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan Kepala Badan Kepegawaian
No.11 Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaiaman telah diubah dengan P.P. No. 11
Tahun 2002 pada Romawi II huruf B angka 2 disebutkan :

“ Disamping untuk memberikan Kesempatan yang luas kepada Warganegara
Indonesia untuk mengajukan lamaran juga memberikan lebih banyak
kemungkinan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk
mengambil Calon yang cakap dalam melaksanakan tugas yang akan
dibebankan kepadanya «

dengan demikian tindakan kebijaksanaan Tergugat yang hanya meluluskan 1(satu)
orang yang memenuhi syarat nilai kelulusan dari Formasi D.II Kesehatan lingkunan
dan mengganti dengan Formasi yang lain yang memenuhi syarat nilai, sudah tepat
dan benar, yang salah satu tujuannya dalam rangka mencari bibit bibit CalonPegawai
Negeri Sipil yang mempunyai sumber daya manusia tinggi, berbobot cakap dan
handal siap menerima tugas yang akan dibebankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bukti yang diajukan dipersidangan
oleh Tergugat yaitu surat bukti T-18 dafiar nilai peserta tes Calon Pegawai Negeri
Sipil Tahun 2002 yang mengajukan gugatan Tata Usaha Negara 19 (sembilan belas )
orang, hanya 1(satu) orang yang memenuhi syarat untuk lulus tes tertulis bernama
ROHERUIYENTLS Pd. Nomor tes 0178 mempunyai nilai tes tertulis 6,87 (cnam
koma delapan tujuh );

Menimbang, bahwa para Penggugat yang tidak lulus ujian tes tertulis, tidak
tercantum nomor tesnya dalam pengumuman kelulusan Yang pertama maka terhadap
obyek sengketa yang kedua Surat Keputusan No.800/7137/B.7 tanggal 22 Nopember
2002 tidak akan ikut dipertimbangkan karena tidak mempunyai kepentingan lagi dan
yang mempunyai kepentingan hanya Penggugat Nomor : 12 atas nama
ROHERUIYENTLS Pd. ;

Menimbang, bahwa peserta tes untuk Pendidikan Strata satu (S.1) yang
telahlulus ujian tes tertulis diwajibkan mengikuti tes tahap kedua wawancara pada

tanggal 19 sampai dengan 20 Nopember 2002 Jjam 08.00 — 13.00 WIB ( Surat bukti
P-2, T-3, T-12);
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Menimbang, bahwa  pokok-pokok  substansi  wawancara./Tnterview
sebagaimana bukti T-14 Penggugat ROHERUIYENTIL, S Pd. mendapatkan nilai
komulatif 76,5 (tujuh enam korna lima ) Rengking I ( surat bukti T-16 ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara rapat Panifia untuk menetapkan
kelulusan hasil tes wawancara untuk pendidikan Strata satu (S.1 ) yang dapat
dinyatakan lulus menimal nilai kumulatif 80 (delapan puluh ) surat bukti T-13 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas temyata nilai
Penggugai (ROHERUIYENTL S Pd ) tidak memenuhi syarat yang ditenfukan untuk
dinyatakan lulus karena tidak mencukupi angka minimal nilai kumulatif 80 (delapan
puiuh ) sesuai Keputusan Rapat Panitia ;

Menimbang, bahwa karena hasil tes wawancara ROHERUIYENTI, S Pd
tidak mencukupi untuk dinyatakan Ilulus maka Tergugat yang mengeluarkan
Pengumuaman obyck sengketa kedua ( surat bukti P-3 = T-5) yang tidak
mencantumkan nomornya ROHERUIYENT]L, S Pd sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa secara Substansial, bahwa diterbitkannya Surat
Keputusan Pengumuman No.80/1035/B.7, tanggal 14 Nopember 2002 (surat bukii
T-4 ) dan Pengumuman No. 800/7137/B.7 tanggal 22 Nopember 2002 (surat bukti
T-5 ) Majelis Hakim berpendapat bahwa surat Keputusan obyek sengketa a quo
merupakan suatu Proses administrasi yang sudah Final yang memang mengharuskan
Tergugat menerbitkannya sesuai kewenangan karena semua jenjang proscs
administrasi dan tes Penyaringan sudah dilakukan berjalan sesuai dengan Prosedur
seperti dalam pertimbangan Hukum di atas, dan ketidak lulusan Para Penggugat
memang benar-benar karena tidak mencukupi nilai kumulatif yang disyaratkan
(sesuai bukti T-14, T-18 ) schingga dengan demikian ditebitkannya surat Keputusan
obyek sengketa a quo telah sesuai dengan P.P. No.98 Tahun 2000 sebagaimana telah
diubah dengan P.P.11 Tahun 2002 jonto Keputusan Kepala BKN No.11 Tahun 2002
tentang ketentuan pelaksanaan P.P. No.98 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan P.P. No.11 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan tersebut
di atas telah terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata
Usaha Negara obyek sengketa baik dari segi Prosedural/formal dan matericl
substansial telah sesuai dengan Peraturan perundangan-Undangan yang berlaku
tersebut diatas tidak menyalah gunakan wewenang tidak berbuat sewenang-wenang
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dan tidak pula Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik,
untuk itu dari hasil pembuktian di persidangan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat
terhadap Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat tidak memenuhi ketentuan pasal
53 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 oleh karenanya gugatan Penggugat
haruslah di tolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat di tolak maka
tuntutan Penggugat yang memohon agar Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat
untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa terscbut
haruslah ditolak pula ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat
dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini serta seluruh bukti-bukti yang diajukan
Para Pihak yang tidak disebutkan dalam pertimbangan Hukum putusan, haruslah
dinilai telah turut dipertimbangkan dan diperhatikan dengan seksama dalam
mempertimbangkan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum membacakan putusan telah
mengeluarkan Penetapan No.01/PEN.G/PTUN-BKL/2003 tanggal 10 Juni 2003
tentang Pencabutan Penetapan Penundaan/Schorsing No. 01/G/PTUN-BKL/2003
tanggal 20 Januari 2003 yang dikeluarkan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Bengkulu terhadap Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang
dikeluarkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas
gugatan para Penggugat di tolak untuk seluruhnya, dengan demikian Penetapan
Pencabutan tersebut harus dikuatkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena para Penggugat berada dipihak yang harus
dinyatakan pihak yang kalah maka berdasarkan Ketentuan pasal 110 Undang-
Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Para Penggugat
haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, Undang-undang dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait dengan sengketa
perkara ini ;
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MENGADILI
- Menyatakan menguatkan Penetapan Majelis Haskim Pengadilan Tata
Usaha Negara Bengkulu No.01/PEN.G/PTUN-BKIL/2003 tanggal 10
Juni 2003 tentang Pencabutan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Bengkutu No, 01/G/PTUN-BKL/2003 tanggal 20
Januari 2003 tentang Penundaan/Schorsing terbadap Xeputusan Tata
Usaha Negara obyek sengketa ;
U. DALAMEKSEPSI:
- Menolak cksepsi Tergugat seluruhnya ;
M. DALAMPOKOK PERKARA :
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
yang diperhitungkan sempai dengan Putusan ini  sebesar
Rp.199.500,- ( seratus sembilan puluh sembilan lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Jum’at tanggal 30 Mei 2003 dan hati Senin tanggal 2 Juni 2033 dengan dibadini
oleh kami BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO,SH Wakil Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai Hakim Ketua, MULA HAPOSAN SIRAIT,SH
dan INDARYADILSH sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini SELASA, tanggal 10 Juni 2003
oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota
tersebut diatas dengan dibantu oleh M YUSUF KALYUBLSH Wakil Panitera
scbagai Panitcra Pengganti dengan dibadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Para
Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA, HAKII\}I%ZUA,
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BAMBANG EDY SUTANTO .SOEDEWO,SH
2. mDAgrYADI,SH

PANTTFR A PENG(ANTT
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